BAB S

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran atas kajian kontrak

kerja konstruksi beserta dokumen addendum terhadap kontrak kerja konstruksi

Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon.

5.1

Kesimpulan

Berdasarkan kajian kontrak kerja konstruksi beserta dokumen addendum

terhadap kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel

X Cilegon dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon bukan merupakan
proyek pemerintah sehingga tidak terdapat standar kontrak yang mengikat
untuk kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel
X Cilegon.

Kajian kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada
Hotel X Cilegon dilakukan berdasarkan 18 isi minimum kontrak kerja
konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Isi kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X
Cilegon secara keseluruhan telah mencantumkan ketentuan isi minimum
kontrak kerja konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,
akan tetapi terdapat 2 ketentuan yang belum diatur dalam kontrak kerja
konstruksi ini, yaitu ketentuan mengenai sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan
insentif.

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di dalam
melakukan kajian terhadap isi kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan
Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon, digunakan juga peraturan turunan serta
teori-teori mengenai kontrak kerja konstruksi. Hal ini dikarenakan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 belum mengatur lebih lanjut mengenai beberapa
ketentuan sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan turunannya dan teori-

teori mengenai kontrak konstruksi.
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10.

Terdapat beberapa ketentuan menurut peraturan-peraturan dan teori-teori
mengenai kontrak kerja konstruksi yang belum tercantum di dalam kontrak
kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon,
yaitu:

a. Kewarganegaraan para pihak.

3

Perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak.

Hak-hak yang dimiliki para pihak.

e o

Penggunaan jaminan pembayaran.
Pungutan finansial.

Nilai PPh.

Pemutusan kontrak oleh pihak kedua.

= @ ™o

Perlindungan pihak ketiga.

— .

Tanggung jawab pihak pertama terkait pemenuhan aspek lingkungan.
Terdapat 2 ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam
peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu besaran maksimal denda
keterlambatan dan jangka waktu pemberitahuan force majeure pada kontrak
kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon.
Addendum pada kontrak kerja konstruksi Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2
pada Hotel X Cilegon memiliki 2 dampak yang berbeda, yaitu addendum yang
hanya berdampak pada perubahan biaya pelaksanaan dan addendum yang
berdampak pada perubahan biaya serta waktu pelaksanaan.

Perubahan biaya dalam bentuk penambahan biaya pelaksanaan Proyek
Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon diakibatkan oleh addendum
1 sebesar Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) belum
termasuk PPN 10% dan addendum 2 sebesar Rp. 2.300.000.000 (Dua Milyar
Tiga Ratus Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Pekerjaan arsitektur merupakan pekerjaan dengan nilai perubahan biaya
terbesar pada addendum 1 dan addendum 2 dengan persentase terhadap nilai
awal pekerjaan arsitektur secara berurutan yaitu 15,36% dan 14,48%.
Perubahan waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel
X Cilegon diakibatkan oleh addendum 2 dengan penambahan waktu selama 37

hari kalender.
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11.

5.2

Addendum 1 dan addendum 2 mengakibatkan perubahan biaya pelaksanaan
sebesar 19,6% dari biaya pelaksanaan yang tercantum pada kontrak awal
Proyek Pembangunan Hotel Sayap 2 pada Hotel X Cilegon. Adapun besar
perubahan biaya pelaksanaan yang terjadi melampaui ketentuan batas
maksimum perubahan biaya pelaksanaan yang tertera pada Peraturan LKPP

Nomor 12 Tahun 2021, yaitu sebesar 10% dari nilai kontrak awal.

Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang

dapat penulis sampaikan bagi penelitian selanjutnya:

1.

Penelitian selanjutnya mengenai kajian kontrak kerja konstruksi terhadap
peraturan-peraturan serta teori-teori yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan
dengan menggunakan studi kasus proyek pemerintah dikarenakan kontrak
kerja konstruksi proyek pemerintah terikat dengan standar yang diatur dalam
peraturan-peraturan terkait jasa konstruksi di Indonesia.

Perubahan waktu pelaksanaan proyek konstruksi sebaiknya dikaji berdasarkan
data penjadwalan proyek konstruksi yang lengkap berupa kurva S sebelum
perubahan, kurva S sesudah perubahan, dan kurva S aktual pada lapangan,
sehingga menghasilkan pembahasan yang terperinci.

Kajian mengenai perubahan waktu dan biaya pada sebuah proyek konstruksi
dapat dilakukan dengan menggunakan kondisi lain seperti perubahan pekerjaan

akibat force majeure, wanprestasi oleh penyedia jasa, dan sengketa konstruksi.
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